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Abstract 

The purpose of this research is to analyze the influence of educational background, age, 
business circulation, length of business, and understanding of entrepreneurs of UMKM in 
Bekasi to the level of compliance fulfillment of tax obligations. 
The research method used quantitative research method. The study was conducted to 
entrepreneurs of UMKM  in Bekasi with a total of 291 total population in 2016. The 
sample of this research is 78 respondents of UMKM entrepreneurs in Bekasi. With 
sampling technique using Slovin formula. The analytical method used is multiple linear 
regression. 
The results obtained by the authors in this study indicate that educational background and 
understanding of UMKM entrepreneurs have a positive and significant impact on the 
level of compliance fulfillment of tax obligations of UMKM  entrepreneurs in Bekasi. 
While the age, business circulation, and length of business do not affect the level of 
compliance fulfillment of tax obligations of UMKM entrepreneurs in Bekasi. 
 
Keywords: Educational background, Age, Old Business, Business Distribution, 
Understanding Entrepreneur UMKM, Compliance Tax 
 

Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh latar belakang 
pendidikan, usia, peredaran usaha, lama usaha, dan pemahaman pengusaha 
UMKM di Kota Bekasi terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 
dilakukan kepada pengusaha UMKM di Kota Bekasi dengan total keseluruhan 
291 populasi tahun 2016. Sampel penelitian yang digunakan adalah 78 responden 
pengusaha UMKM di Kota Bekasi. Dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan rumus Slovin. Metode analisi yang digunakan adalah regresi linear 
berganda. 
Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa latar 
belakang pendidikan dan pemahaman pengusaha UMKM memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dari pengusaha UMKM di kota Bekasi. Sedangkan usia, peredaran 
usaha, dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di kota Bekasi. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

 Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2011 
– 2014 penerimaan pekerjaan merupakan salah satu komponen terbesar dalam 
sumber pendapatan negara, terbukti antara tahun 2011 hingga 2014 penerimaan 
pajak semakin meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan 
pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil perbandingan pendapatan antara 
penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak bahwa pendapatan pajak semakin 
diandalkan untuk dapat membiayai secara mandiri kebutuhan negaranya. Data 
mengenai pendapatan negara dari pajak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1 
Penerimaan Negara Dari Pajak 

 
 Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu iuran Wajib Pajak yang 

dikenakan pada suatu badan usaha atau orang pribadi atas penghasilan yang 
diterima dari berbagai Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 
yang sudah ada. Dalam menetapkan Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah masih 
terus melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perpajakan tersebut, 
salah satu diantaranya adalah peraturan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang 
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
yang berlaku sejak 1 Juli 2013. 

 Di dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 diterangkan tentang 
pembayaran yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atas penghasilan dari usaha 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan 
pemerintah yang menjelaskan tata cara pembayaran yang diwajibkan kepada 
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan 
usaha dan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 
4.800.000.000,00. Menurut penjelasan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 
2013, besarnya PPh untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 
ditetapkan sebesar 1% dan bersifat final. 

 Kepatuhan perpajakan merupakan hal yang sangat menentukan dalam 
mewujudkan tercapainya penerimaan yang optimal. Jika sebagian besar 
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masyarakat menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan, maka kepatuhan 
perpajakan akan sangat tinggi. Menurut Franzoni dalam (Carolina dan Fortunata, 
2013), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kecenderungan mereka terhadap 
instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan 
oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan akan kemungkian suatu 
pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundangan. 
Persepsi keadilan Wajib Pajak yang semakin baik terhadap pemerintah maka akan 
meningkatkan kepatuhan perpajakan.  

 Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang 
memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam 
goncangan krisis ekonomi. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan 
Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang 
mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan 
paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) 
merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan 
bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah 
dan bangunan.  

 Penelitian Ashari (2015) menunjukan hasil bahwa latar belakang 
pendidikan, lama usaha, peredaran usaha, dan pemahaman peraturan perpajakan 
memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Wajib Pajak. Hal ini menunjukan bahwa latar belakang pendidikan, 
lama usaha, peredaran usaha, dan pemahaman peraturan perpajakan telah 
terlaksana dengan baik dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Perbedaan 
penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2015)  dengan penelitian ini antara lain 
subjek penelitian adalah pengusaha penyewaan kendaraan bermotor, lokasi yang 
berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, jenis usaha yang diteliti adalah jasa 
penyewaan kendaraan bermotor roda empat, pemahaman terhadap UU Pajak 
Penghasilan PPh Pasal 23 Ayat 1 dan adanya penambahan variabel pada 
penelitian, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah pengusaha 
UMKM yang terdapat di Kota Bekasi, jenis usaha yang diteliti adalah industri 
UMKM yang tersebar di Kota Bekasi, pemahaman pengusaha UMKM terhadap 
tingkat kepatuhan pajak, dan penambahan variabel usia sebagai variabel 
independen ( variabel X ).  

 Penelitian Kristanty et.al. (2014) menunjukan bahwa pengetahuan akan 
Wajib Pajak dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Perbedaan penelitan yang dilakukan oleh Kristanty et.al. dengan 
penelitian ini adalah subjek penelitiannya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 
KPP Madya Palembang dan penambahan variabel penyuluhan pajak terhadap 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak.  

 Penelitian Nurhakim dan Pratomo (2015) menunjukan bahwa pemahaman 
Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.  
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim dan Pratomo dengan 
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penelitian ini adalah subjek penelitian adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di 
KPP Pratama Tasikmalaya dan penambahan variabel kualitas pelayanan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah: 
1. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara latar belakang pendidikan 

terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari 
pengusaha UMKM di Kota Bekasi 

2. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara usia terhadap tingkat kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota Bekasi 

3. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara peredaran usaha terhadap tingkat 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota 
Bekasi 

4. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara lama usaha terhadap tingkat 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota 
Bekasi 

5.  Untuk dapat menganalisis pengaruh antara pemahaman peraturan pajak 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota 
Bekasi 

 
LANDASAN TEORITIS 

Risk Aversion Theory 
 Teori ini diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Menurut 
mereka, tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. 
Individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (risk aversion). Menurut 
Hamonangan dan Mukhlis (2012), risk aversion theory mengasumsikan bahwa 
semakin tingginya tingkat pajak seseorang, maka semakin tinggi juga 
ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban. Analisa yang digunakan adalah 
individu diasumsikan memiliki jumlah penghasilan yang jumlahnya tetap dan 
penghasilan yang akan dilaporkan kepada pemerintah harus ditentukan sendiri 
oleh individu tersebut.  
Theory Of Planned Behavior (Ajzen) 
 Teori Perilaku Berencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) merupakan 
kerangka berpikir konseptual yang menjelaskan mengenai determinan perilaku 
tertentu. Menurut Ajzen (1991) faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa 
perilaku itu dipengaruhi oleh niat perilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi 
oleh tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol 
kepemilikian. 

Menurut Achmat (2010), Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of 
Planned Behavior) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang 
rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara 
sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka 
memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. 
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Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance ) 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh James (2002)  yang dikutip oleh 

Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah Wajib Pajak 
yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan 
aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, 
peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 
administrasi. Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu 
keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 
hak perpajakannya.  

 
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
 Pada tanggal 12 Juni 2013, terdapat peraturan pemerintah yang terbaru dan 
disahkan oleh Presiden Indonesia pada kala itu yaitu Bapak Susilo Bambang 
Yudhoyono.Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto. 
 Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah untuk 
memberikan keringanan kepada Wajib Pajak yang mendapat atau memperoleh 
penghasilan dari usaha yang mempunyai peredaran bruto tertentu, untuk 
melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang 
terutang. 
 Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Pasal 5 
dijelaskan kembali dan tertulis sebagai berikut: Atas penghasilan yang dikenai 
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan tersendiri, misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi 
yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun 
peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak 
melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tidak 
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah 
ini tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut. 
 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) terdapat pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah itu sendiri dan tertulis pada Pasal 1 yang terletak pada Bab I yang 
berisi tentang ketentuan umum. Adapun yang tertulis dalam Undang- Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai definisi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagai berikut: 
Dalam Undang – undang ini yang dimaksud dengan: 
1.  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
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2.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini. 

3.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 
Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 

 
Lama Usaha 
 Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha 
perdagangan yang sedang di jalani saat ini (Asmie, 2008). Lamanya seorang 
pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan 
profesionalnya. Seiring dengan meningkatnya profesionalitas dari pemilik usaha 
tersebut maka semakin meningkat pula berbagai aspek lain yang berpengaruh 
terhadap kelangsungan usahanya dan salah satu aspek tersebut adalah kepatuhan 
dari pemilik usaha tersebut dalam menaati berbagai peraturan dari pemerintah 
yang berhubungan dengan kelangsungan usaha tersebut yang antara lain adalah 
dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. 

Gambar 1. 
Model Penelitian 
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Hipotesis Penelitian 

 
Pengaruh latar Belakang Pendidikan Terhadap Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), sikap perilaku dalam 
menjalankan kewajiban perpajakan secara langsung akan memudahkan Wajib 
Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Lebih lanjut lagi, menurut Ajzen 
(1991) keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan sangat terkait dengan 
karakteristik dari setiap Wajib Pajak. Karakteristik Wajib Pajak dapat dilihat dari 
gender (jenis kelamin), latar belakang pendidikan, dan tingkat pekerjaan. 

Latar belakang pendidikan adalah tingkat pendidikan dimana yang dimiliki 
oleh setiap orang melalui pendidikan formal yang selalu dipakai oleh pemerintah 
dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan sangat terkait dengan 
karakteristik dari setiap Wajib Pajak. Karakteristik Wajib Pajak dapat dilihat dari 
gender (jenis kelamin), latar belakang pendidikan, dan tingkat pekerjaan. Center 
For Tax Policy and Administration (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, antara lain gender, umur, dan 
tingkat pendidikan. Secara umum pengetahuan mengenai perpajakan belum 
secara menyeluruh menyentuh dunia pendidikan, kecuali yang telah menempuh 
pendidikan dalam perpajakan. Terdapat empat ukuran pendidikan, antara lain 
tingkat pengetahuan pajak secara umum, pengetahuan yang meliputi peluang 
penghindaran, pencapaian pendidikan umum, dan pengetahuan pajak yang 
spesifik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et.al (2014) menyatakan bahwa 
latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi nya tingkat pendidikan 
seseorang maka akan semakin tinggi pula kesadaran seseorang untuk mematuhi 
kewajiban perpajakannya, seperti contoh Wajib Pajak yang berasal dari lulusan 
Perguruan Tinggi ( Sarjana, Master Degree, dan Doktoral ) akan lebih memiliki 
kesadaran akan membayar kewajiban perpajakannya jika dibandingkan dengan 
Wajib Pajak yang berasal dari lulusan dibawahnya. Hal ini dikarenakan 
pengetahuan yang mereka dapatkan mengenai kesadaran dan fungsi perpajakan 
yang berasal dari pendidikan di Perguruan Tinggi. 
H1 : Terdapat pengaruh positif latar belakang pendidikan terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan 
 
 
 
Pengaruh Usia Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior (Ajzen, 1991) sikap konsumen 
(attitude) dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku. Sikap dapat 
dipercaya  memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku dan 
dihubungkan dengan norma subjektif dan perceived behavioral control. Ada 



Anastasia & Vita  139 

 

 
 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap, antara lain usia seseorang, gender, 
dan karakteristik seseorang dalam melakukan sosialisasi dengan lainnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia berarti lama waktu hidup atau 
ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Usia dapat digolongkan ke dalam usia 
produktif dan usia yang tidak produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
seseorang dikatakan pada usia produktif ketika seseorang masih mampu bekerja 
dan menghasilkan sesuatu. Umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting 
dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Tyas 
(2014) menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak 
disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi.Wajib Pajak yang lebih 
muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan 
reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana 
mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). 

Usia merupakan salah satu kunci utama dalam menentukan kepatuhan 
Wajib Pajak. Semakin dewasa dan matang usia Wajib Pajak, maka akan semakin 
tinggi juga rasa kesadaran akan pentingnya mentaati kewajibannya dalam 
perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas (2014) menyatakan bahwa Umur 
Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Hal ini menunjukan bahwa semakin tua usia Wajib Pajak, maka akan semakin 
besar peluang mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan 
adanya pengalaman mereka dalam mengurus suatu UMKM dan pasti memahami 
betul apa itu fungsi dari kewajiban Wajib Pajak. 
H2 : Terdapat pengaruh positif usia terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan 
Pengaruh Peredaran Usaha Bruto Terhadap Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan 

Berdasarkan Risk Aversion Theory (Allingham dan Sandmo, 1972), Wajib 
Pajak cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avaidance) 
bahkan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini disebabkan jika Wajib 
Pajak memiliki risiko yang rendah maka Wajib Pajak justru akan menghindari 
kewajiban pajaknya. Namun kenyataan yang cenderung terjadi adalah risiko yang 
tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib 
pajak dan sebaliknya jka tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Dalam kata lainnya, semakin tinggi tingkat penghasilan usaha dari 
suatu pelaku usaha, maka semakin rendahnya kesadaran dalam mematuhi 
kewajiban perpajakannya. 

Peredaran usaha bruto adalah  semua penghasilan pengusaha baik per 
bulan maupun per tahun yang masih dihitung bruto. Yang dimaksud dengan 
bruto adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan berbagai jenis 
pengeluaran, seperti biaya perawatan, pemeliharaan, dan pembayaran lain – lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kristianty et. al (2014) menyatakan bahwa 
peredaran usaha bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak.  Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari pengusaha untuk 
mentaati peraturan kewajiban perpajakan nya. Semakin baik pengetahuan dan 
tarif maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. 
H3 : Terdapat pengaruh positif peredaran usaha terhadap pemenuhan kewajiban 
perpajakan 
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 Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), menyatakan bahwa 
kontrol perilaku memiliki motivasional terhadap niat. Orang – orang percaya 
bahwa dalam membentuk niat perilaku yang kuat harus didasarkan dengan 
memiliki sifat yang positif terhadap perilakunya. Semakin lama sesorang tersebut 
berusaha untuk merubah karakteristik maka akan terbentuk kontrol perilaku dan 
pandangan yang baru akan suatu hal. 

Lama usaha adalah jumlah berapa lamanya pengusaha berkarya pada usaha 
perdagangan yang sedang di jalani saat ini. Lama pembukaan usaha dapat 
mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis 
menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya 
(kemampuan/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu 
menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama 
menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan 
tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin 
bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang 
berhasil di jaring. Keahlian keusahawaan merupakan kemampuan yang dimiliki 
seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain dalam 
kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafrudin (2012) menyatakan 
bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lamanya 
seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kesadaran 
tingkat pengusaha akan kesadaran dalam menciptakan kepatuhan pajak. Semakin 
tinggi tingkat lama usaha maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan akan semakin baik sehingga dapat menciptakan kepatuhan 
perpajakan.  
H4 : Terdapat pengaruh positif lama usaha terhadap pemenuhan kewajiban  
perpajakan. 
 
Pengaruh Pemahaman Kewajiban Perpajakan Atas Pengusaha UMK Terhadap 
Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan 

Pemahaman pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam Pasal 46 
Tahun 2013 dewasa ini dirasa masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha. 
Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya dapat 
ditingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, pelayanan 
perpajakan dan ketegasan sanksi. Semakin puas wajib pajak terhadap pelayanan 
perpajakan, semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan 
perundang-undangan perpajakan, semakin tinggi tingkat sanksi maka semakin 
tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah terhadap kewajiban 
perpajakannya adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib 
pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 
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perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat 
melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Wajib Pajak 
mengenai hak dan kewajiban perpajakan mampu memperkecil keberadaan tax 
evasion. Pengetahuan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan 
fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Hal ini sesuai dengan Risk Aversion Theory yang dikemukakan oleh 
Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman 
Wajib Pajak akan kepatuhan pajak yang terdiri dari beberapa variabel yang 
digunakan, yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk 
diperiksa dan besarnya sanksi. Akan tetapi, lebih lanjut menurut Allingham dan 
Sandmo (1972) tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. 
Individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (risk aversion).Hal ini 
disebabkan individu merasa hasil pendapatan akan digunakan lagi untuk 
memutar usaha mereka.   

Penelitian yang dilakukan oleh Gading dan Suandy (2013) menunjukan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pengusaha 
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifika terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan akan menjadi 
penentu bagaimana seorang Wajib Pajak patuh dan melaksanakan kewajiban 
perpajakannya.  
H5 : Terdapat pengaruh positif pemahaman pengusaha UMKM di Kota Bekasi 
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan 
 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini merupakan explanatory research dengan populasi seluruh UMKM 
yang ada di Kota Bekasi. Metode pemilihan sampling menggunakan rumus Slovin 
dengan error tolerance 10%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yang berasal dari kuesioner yang dibagikan pada UMKM di Kota 
Bekasi. 

  
Variabel Latar Belakang Pendidikan 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pendidikan dari 
pengusaha UMKM yang dinyatakan dalam pertanyaan terbuka pada kuesioner. 
Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terakhir pengusaha UMKM dibedakan 
menjadi tiga tingkatan, yaitu kategori pendidikan menengah (SMA), kategori 
pendidikan Diploma, dan kategori pendidikan Sarjana. 
Variabel Usia 
Variabel ini digunakan untuk mengetahui usia dari pengusaha UMKM yang 
dinyatakan dalam pertanyaan terbuka dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, 
peneliti mengelompokan usia ke dalam empat kelompok, yaitu pengusaha 
UMKM yang berusia kurang dari 30 tahun, usia 30 sampai 40 tahun, usia 41 
sampai 55 tahun, dan berusia lebih dari 55 tahun. 
Variabel Peredaran Usaha 
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Variabel ini digunakan untuk dapat mengetahui jumlah pendapatan bruto yang 
diterima oleh pengusaha UMKM dalam setahun. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengelompokan peredaran usaha ke dalam tiga tingkatan, yaitu peredaran usaha 
kurang dari 300 juta rupiah, peredaran usaha diantara 300 juta rupiah sampai 2,5 
miliar rupiah, dan peredaran usaha antara 2,5 miliar rupiah sampai 4,8 miliar 
rupiah. 
Variabel Lama Usaha 
Variabel ini dihitung dengan menggunakan rata-rata lama usaha yang ditanyakan 
dengan pertanyaan terbuka pada kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengelompokan lama usaha ke dalam tiga kelompok, yaitu lama usaha UMKM 
antara 1 sampai 5 tahun, lama usaha UMKM antara 6 sampai 10 tahun, dan lama 
usaha UMKM lebih dari 10 tahun. 
 
Variabel Pemahaman atas PP No. 46 Tahun 2013 
Variabel ini digunakan untuk dapat mengetahui tingkat pemahaman pengusaha 
UMKM dalam penetapan PP No.46 Tahun 2013. Indikator – indikator yang 
digunakan untuk dapat mengetahui hal ini adalah sebagai berikut: 
a) Pengetahuan tentang eksistensi PP No.46 Tahun 2013. 
b) Pengetahuan tentang tarif yang dikenakan oleh PP No. 46 Tahun 2013. 
c) Pengetahuan tentang kapan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013. 
d) Pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak berdasarkan PP No. 46 

Tahun 2013 
 

Variabel Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dari Wajib Pajak 
Indikator-indikator yang digunakan untuk dapat mengetahui hal ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Kepatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak. 
b. Kepatuhan dalam ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
c. Kepatuhan dalam kepemilikan tunggakan pajak apakah wajib pajak tersebut 

memiliki tunggakan pajak atau tidak memiliki tunggakan pajak. 
d. Kepatuhan dalam penjatuhan hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir apakah wajib 
pajak tersebut pernah dijatuhi hukuman atau tidak pernah dijatuhi hukuman. 

e. Kepatuhan dalam penyelenggaraan pembukuan dalam 2 tahun terakhir. 
 

Teknik Analisis Data 
1. Uji Validitas dan reliabilitas 
2. Analisis Deskriptif 
3. Uji Asumsi Klasik 
4. Uji F 
5. Uji T( t-test) 
6. Koefisien Determinasi ( R2 ) 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

Karakteristik Responden 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM di Kota Bekasi 
pada tahun 2016, terdapat 291 populasi UMKM yang tersebar di Kota Bekasi 
dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3 
Populasi UMKM di Kota Bekasi Tahun 2016 

 

N Jenis Industri Jumlah Persentase 

1 Fashion 36 12 % 
2 Boneka 4 2 % 
3 Handycraft 25 9 % 
4 Sandal dan Sepatu 11 4 % 
5 Makanan dan Minuman 202 68 % 
6 Aksesoris 13 5 % 
 TOTAL       291 100 % 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, 2016 
  

Tabel 4 
Klasifikasi Jenis UMKM 

N Jenis Industri Jumlah Persentase 

1 Fashion 10 13 % 
2 Handycraft 12 15 % 
3 Sandal dan Sepatu 11 14 % 
4 Aksesoris 12 15 % 
5 Makanan dan Minuman 29 37 % 
6 Boneka 4 6 % 
 TOTAL        78 100 % 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, 2016 
 

Statistik Deskriptif 
Tabel 5 

Statistika Deskriptif 
 

      N Minimu
m 

Maximum Mean Std. 
Deviatio
n 

Statistic tatistic Statistic Stati
stic 

Sstd. 
Error 

Statistic 

Latar 
Belakang 
Pendidikan 

78 3 5 99     087 ,764 

Usia 78 1 4 ,76     099 ,871 
Peredaran 
Usaha 

78 1 2 ,10     035 ,305 
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Lama Usaha 78 1 2 ,38     055 ,490 
Pemahaman 
Pengusaha 

78 4 12 0,35     303 2,677 

Kepatuhan 
Pajak 

78 5 13 ,63     269 2,375 

Valid N 
(Listwise) 

78      

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 
 
 Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel latar belakang 
pendidikan memiliki nilai minimum sebanyak 3, nilai maksimum sebanyak 5, 
nilai mean sebanyak 3.99, dan nilai standar deviasi sebanyak 0.764. Variabel usia 
memiliki nilai minimum sebanyak 1, nilai maksimum sebanyak 4, nilai mean 
sebanyak 1.76, dan standar deviasi sebanyak 0.871. Variabel peredaran usaha 
memiliki nilai minimum sebanyak 1, nilai maksimum sebanyak 2, nilai mean 
sebanyak 1.10, dan standar deviasi sebanyak 0.305. Variabel lama usaha memiliki 
nilai minimum sebanyak 1, nilai maksimum sebanyak 2, nilai mean sebanyak 1.38, 
dan standar deviasi sebanyak 0.490. Variabel pemahaman pengusaha memiliki 
nilai minimum sebanyak 4, nilai maksimum sebanyak 12, nilai mean sebanyak 
10.35, dan standar deviasi sebanyak 2.627. Variabel kepatuhan pajak memilik nilai 
minimum sebanyak 5, nilai maksimum sebanyak 13, nilai mean sebanyak 8.63, dan 
standar deviasi sebanyak 2.375. Statistik deskriptif tersebut hanya memberikan 
gambaran awal dalam menganalisis suatu hubungan yang terjadi antara variabel 
yang ada dalam suatu model regresi berganda yang akan dibahas pada bagian 
berikutnya. 

 
Analisis Data 
Hasil Uji Validitas  
 Dalam penelitian ini menggunakan Metode Pearson, menurut Ghozali (2011) 
butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai dari Pearson Correlation lebih besar 
daripada nilai Tabel R dan semua pertanyaan di dalam kueioner dinyatakan 
valid. 
Hasil Uji Reliabilitas 
 Dalam uji reliabilitas ini, peneliti melakukan test terhadap 78 responden 
pengusaha UMKM dan untuk menguji reliabilitas ini digunakan uji Cronbach’s 
Alpha. Menurut Sekaran (2000) apabila nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,60 maka 
pernyataan atau variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel. Berikut hasil uji test 
reliabilitas : 
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Tabel 6 
Hasil Uji Reliabilitas  

 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Batas 
Cronbach’s 
Alpha 

Keterangan 

Latar Belakang 
Pendidikan 

1,00 0,60 Reliable 

Usia 1,00 0,60 Reliable 

Lama Usaha 1,00 0,60 Reliable 

Peredaran Usaha 1,00 0,60 Reliable 

Pemahaman 
Pengusaha UMKM 

 
0,845 
 

               0,60 Reliable 

Kepatuhan 
Pemenuhan 
Perpajakan 

 
0,797 

 
0,60 

Reliable 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 
 
 Hasil  Uji Koefesien Determinasi (R2) 

Tabel 7 
Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2) Model Penelitian 

 

Model Summaryb 

Mo
del 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 558a ,311 ,263 2,038 1,926 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 
Berdasarkan pada Tabel 4.22, angka R2 (R Square) yang diperoleh adalah sebesar 
0,263 atau 26%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel 
independen yaitu pemahaman pengusaha, pendidikan, usia, lama usaha, dan 
peredaran usaha terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan perpajakan 
adalah sebesar 26%. Sedangkan sisanya sebesar 74% dipengaruhi atau dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model penelitian tersebut. 
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Hasil (Uji F) 
Tabel 8 

Hasil Uji F Model Penelitian 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F sig. 

1 Regression 135,123 5 27,025 6,506 000b 
Residual 299,095     2 4,154   
Total 434,218     7    

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 
 
 Dari hasil output pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa p-value (0,000) lebih kecil 
dari α (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan model regresi fit. 
 
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Tabel 10 
Hasil Uji T Model Penelitian 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 7,034 2,091  ,364 ,001 
Pendidikan ,234 ,306     ,075 766 ,446 
Usia -,187 ,273 -,069 ,686 ,495 
Peredaran 
Usaha 

,195 ,880 ,025 222 ,825 

Lama Usaha -1,794 ,528 -,370 3,397 ,001 
Pemahaman 
Pengusaha 

,315 ,092 ,355 ,432 ,001 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 

 
Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan 
Dari hasil analisis diketahui bahwa latar belakang pendidikan menunjukkan  

nilai beta yang positif sebesar 0,234 dan tingkat signifikansi sebesar 0,446, sehingga 
latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki 
pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, 
pengujian hipotesis pertama (H1) diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani 
et.al (2014) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh 
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yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin 
tinggi nya tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula 
kesadaran seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat 
pendidikan yang tinggi, seyogyanya seseorang mampu berpikir dan menelaah 
bahwa pajak memang benar – benar penting untuk kemajuan dan pembangunan 
bangsa, sehingga akan timbul motivasi dan kesadaran dari dalam dirinya untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yuanita (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama 
Manado. Ini berarti tinggi rendahnya pendidikan wajib pajak tidak menjamin 
seorang wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini 
dikarenakan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan 
lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal, namun mereka 
juga mengetahui bagaimana cara – cara menghindari pajak (tax avoidance) dan 
penyelundupan pajak (tax evasion) sehingga belum tentu wajib pajak yang 
memiliki pendidikan tinggi pun lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan rendah. 
Pengaruh Usia Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

 Dari hasil analisis diketahui bahwa usia menunjukkan nilai beta yang 
negatif sebesar (0,187) dan tingkat signifikansi sebesar 0,495, sehingga usia 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa usia tidak memiliki pengaruh terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis kedua (H2) ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Al-Mamun et al. (2014) dimana 
mereka menyimpulkan bahwa umur berkorelasi negatif terhadap kepatuhan 
perpajakan, artinya orang yang lebih muda lebih patuh dibandingkan dengan 
orang yang lebih tua. Hal ini disebabkan karena orang yang berusia muda 
tentunya mengetahui manfaat perpajakan yang mereka dapatkan ilmunya dari 
pendidikan di sekolah dan universitas, sosialisasi perpajakan di media massa dan 
elektornik sehingga mereka akan lebih aktif danpatuh dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya jika dibandingkan dengan responden yang lebih tua 
yang biasanya cenderung pasif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Torgler dan Schaltegger (2005) 
dan Torgler dan Valev (2004). Hasil penelitian mereka menemukan bahwa orang 
yang lebih tua lebih patuh dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini 
dikarenakan orang yang memiliki umur lebih tua memiliki rasa sensitif dan takut 
akan ancaman sanksi perpajakan dibandingkan dengan orang yang memiliki 
umur lebih muda yang biasanya lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif 
terhadap ancaman sanksi perpajakan. 
 
Pengaruh Peredaran Usaha Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Dari hasil analisis diketahui bahwa peredaran usaha menunjukan nilai beta 
yang positif sebesar 0,195 dan tingkat signifikansi sebesar 0,825, sehingga 
peredaran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peredaran usaha tidak memiliki 
pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, 
pengujian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyan (2017) 
yang menyatakan bahwa peredaran usaha (omzet) tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan tidak ditentukan oleh besarnya peredaran 
usaha. Wajib pajak yang memiliki peredaran usaha yang tinggi cenderung akan 
mengalihkan dana nya untuk diputar kembali sehingga kesadaran untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan akan berkurang, dan begitu juga wajib pajak 
yang memiliki peredaran usaha yang rendah cenderung akan mencari cara untuk 
menghindari pajak. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Kristianty et. al (2014) menyatakan bahwa peredaran usaha bruto berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat 
penghasilan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini 
disebabkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mentaati peraturan 
kewajiban perpajakan nya. Wajib pajak biasanya akan mengalokasikan peredaran 
usaha nya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 
 
Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Dari hasil analisis diketahui bahwa lama usaha menunjukkan nilai beta yang 
negatif sebesar (1,794) dan tingkat signifikansi sebesar 0,001, sehingga lama usaha 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa lama usaha tidak memiliki pengaruh terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis keempat (H4) 
ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vanessa (2016) 
menyatakan bahwa lama usaha tidak berpengaruh terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan masih banyaknya jenis usaha yang 
sudah cukup lama berdiri tetapi tidak mau melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dikarenakan mereka memiliki anggapan bahwa dengan adanya pajak 
maka akan memberatkan baik sisi pelanggan maupun penjual. 

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Dewinta dan Syafrudin (2012) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat lama usaha maka 
pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga 
dapat menciptakan kepatuhan perpajakan. Hal ini disebabkan karena lamanya 
seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kesadaran 
tingkat pengusaha akan kesadaran dalam menciptakan kepatuhan pajak. 

 
Pengaruh Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap Pemenuhan  Kewajiban 
Perpajakan 
 

Dari hasil analisis diketahui bahwa pemahaman pengusaha menunjukkan 
nilai beta yang positif sebesar 0,315 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001, sehingga 



Anastasia & Vita  149 

 

 
 

pemahaman pengusaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengusaha memiliki 
pengaruh yang positif signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 
Dengan demikian, pengujian hipotesis kelima (H5) diterima. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gading dan 
Suandy (2013) menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pemahaman pengusaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 
Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif 
dan signifika terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, pengetahuan 
perpajakan akan menjadi penentu bagaimana seorang Wajib Pajak patuh dan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Pancawati (2011) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan karena 
sebagian besar pendidikan Wajib Pajak adalah rendah sehingga akan 
menimbulkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak dan pemahaman 
tentang peraturan pajak pun juga sangat kurang. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan, dan pemahaman 
pengusaha UMKM memiliki pengaruh possitif dan signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan sedangkan usia, peredaran usaha dan lama usaha tidak berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pemilik usaha 
UMKM.  
 
Saran 
1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel ke beberapa Kota untuk 

membandingkan kesadaran UMKM disetiap kota. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable independen yang lain 

sehingga pengaruh pada variable dependen menjadi lebih kuat. 
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